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ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan  Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota. Bahwa untuk mendukung peningkatan
kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga terwujud
peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan
keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara
serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di
Lingkungan KPU Kabupaten Toba. Bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba tentang Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Toba ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109). Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba

Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera



Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6474). Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
196). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1153). Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786). Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Toba Tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan



CATATAN

Umum Kabupaten Toba Tentang Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Toba Tahun Anggaran 2022. Menetapkan nama-nama
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini. Satuan Tugas sebagaimana
dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini. Pembiayaan atas kegiatan
Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU di
bebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2022

Keputusan ini mulai berlaku 15 Maret 2022.

Lampiran -



